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KATA PENGANTAR 

 
 
 
 

Puji Syukur ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan 

pertolongan-Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Merauke Tahun 2021-2026 dapat 

diselesaikan dengan baik. 

Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Merauke Tahun 

2021-2026 merupakan dokumen induk rencana pembangunan jangka 

menengah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Merauke, yang 

disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Merauke, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Merauke Tahun 2021-2026, 

yang dalam pelaksanaannya setiap tahun akan dijabarkan dan menjadi acuan 

penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata  dan Kebudayaan 

Kabupaten Merauke selama 5 (lima) tahun ke depan. 

Disampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu 

dalam proses penyusunan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Merauke Tahun 2021-2026. Diharapkan dokumen ini dapat 

digunakan dan bermanfaat sebagai instrumen pertanggungjawaban dalam 

melaksanakan mandat yang diemban Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Merauke. 

 
     Merauke,    Juli 2023 

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 
            

 

 

 BENHUR RENTANDATU, SE 
             Pembina Tk. I 
NIP. 19720430 200112 1 003 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang 
 

Dengan adanya revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Kabupaten Merauke Tahun 2021-2026 dan Rencana 

Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026, maka dengan berpedoman pada 

RPJMD Kabupaten Merauke Tahun 2021-2026, Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Merauke berkewajiban menyusun Renstra Tahun 

2021-2026 untuk menentukan arah, tujuan dan upaya-upaya yang akan 

dilakukan dan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. 

 
Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Merauke Tahun 

2021-2026 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah 

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, 

strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, yang disusun 

sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tahun 

2021-2026 yang harus ditaati, karena merupakan solusi yang menjadi 

kesepakatan dan komitmen semua pihak terkait dalam mengatasi 

permasalahan dan memanfaatkan peluang di waktu kedepan. 

 

Dokumen Renstra ini disusun dengan berorientasi pada hasil yang ingin 

dicapai sampai pada Tahun 2026. Penyusunannya melalui suatu proses 

sistematis yang berkelanjutan dengan memanfaatkan pengetahuan 

antisipatif dan pengorganisasian usaha-usaha pelaksanaannya, mengukur 

keluaran dan hasilnya dengan memperhitungkan potensi, peluang dan 

kendala yang ada atau yang mungkin timbul. 

 
Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Merauke yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, 
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strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan 

sampai pada Tahun 2026. 

Keterkaitan dokumen Renstra dengan dokumen lainnya, antara lain 

sebagai berikut : 

➢ Dokumen Renstra ini merupakan penjabaran Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan ruang lingkup OPD yaitu 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Merauke, yang setiap tahun akan dijabarkan 

dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan atau Rencana Pembangunan Tahunan 

(RPT) Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan 

sebagai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Merauke. 

➢ Berkenaan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP), yang merupakan salahsatu instrumen 

pertanggungjawaban pemerintah, maka Renstra atau perencanaan 

strategis ini merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran 

kinerja instansi pemerintah sebagaimana ketentuan Instruksi 

Presiden Nomor 7 Tahun 1999 dan sekaligus langkah awal untuk 

melaksanakan mandat yang diemban Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Merauke sebagaimana ketentuan Peraturan 

Bupati Merauke Nomor 125 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Merauke. 

 
Dengan berlatar belakang pada hal-hal tersebut di atas, maka 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Merauke menyusun Rencana 

Strategis (Renstra) yang bersifat indikatif dan merupakan dokumen 

perencanaan pembangunan bidang pariwisata yang berorientasi pada hasil 

yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dengan 

memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. 
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1.2 Landasan Hukum 

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Merauke Tahun 2021-2026 adalah : 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional; 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 

5. Undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi 

Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 

Nomor 135, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 

tahun 2008 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-undang Nomor 1 tahun 2008 tentang Perubahan Atas 

Undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi 

Propinsi Papua menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia tahun 2008 nomor 112, Tambahan Lembaran negara 

Republik Indonesia Nomor 4884) ; 

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan; 

7. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah ; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata 

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 
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12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

13. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2016 

tentang hasil pemetaan urusan pemerintahan dan pedoman 

nomenklatur perangkat daerah bidang pariwisata (Berita Negara 

Republik Indonesia); 

14. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara RI Nomor : 

239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 6 tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 3 Tahun 2021 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merauke 

Tahun 2021-2025; 

17. Peraturan Bupati Merauke Nomor 125 Tahun 2018 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Merauke. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Maksud disusunnya Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Merauke Tahun 2021-2026 adalah untuk menjadi dokumen 

perencanaan yang memberikan arah dan pedoman dalam 

penyelenggaraan urusan administrasi kepariwisataan dan kebudayaan 

selama 5 (lima) tahun ke depan. 

Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Merauke Tahun 2021-2026 adalah untuk : 

(1) Menjabarkan arahan RPJMD Kabupaten Merauke Tahun 2021-2026 

ke dalam rencana instansional, agar terwujud sinkronisasi 

perencanaan pembangunan; 
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(2) Menjabarkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke 

2021-2026 ke dalam Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan 

operasional; 

(3) Membangun komitmen, konsistensi dan kontinuitas perencanaan 

dengan pelaksanaan pembangunan. 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

Dokumen Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 

Merauke Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut : 

 
BAB I : PENDAHULUAN 

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud 

dan tujuan penyusunan Renstra, serta sistematika penulisan. 

 
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 

Menguraikan tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Merauke, sumber 

daya yang dimiliki, kinerja pelayanan di bidang 

kepariwisataan dan kebudayaan serta tantangan dan 

peluang pengembangan pelayanan Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Merauke. 

 
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS 

PERANGKAT DAERAH 

Merumuskan identifikasi permasalahan-permasalahan 

pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan beserta faktor- 

faktor yang mempengaruhinya, juga menentukan isu-isu 

strategis yang akan ditangani. 
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BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN 

Merumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah, serta 

strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan sampai 

Renstra dengan akhir tahun yakni Tahun 2026. 

 
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

Berisikan rumusan strategi dan arah kebijakan Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan dalam 5 (lima) tahun 

mendatang. 

 

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA 

PENDANAAN 

Berisikan uraian mengenai Program dan Kegiatan yang 

akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan, disertai 

indikator kinerja program maupun indikator kinerja kegiatan, 

kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang dibutuhkan 

hingga 5 (lima) tahun mendatang. 

 
BAB VII : KINERJA PEYELENGGARAAN BIDANG 

Berisikan rumusan indikator kinerja Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Merauke yang akan dicapai Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan dalam kurun watu 5 (lima) 

tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung 

pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. 

 
BAB VIII :  PENUTUP 

Memuat kata-kata penutup dan kaidah-kaidah didalam 

pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata 

dan Kebudayaan Kabupaten Merauke. 
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BAB II 

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 
 
 

 

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 

 
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Merauke dibentuk 

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas 

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 13 Tahun 2018 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Merauke. 

Sedangkan tugas dan fungsinya diuraikan dalam Peraturan Bupati Merauke 

Nomor Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Merauke. 

 
Dalam kedudukannya sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 

Kabupaten Merauke, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Merauke 

memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut : 

1) Dinas Pariwisata mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin, 

mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan, 

dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis serta melaksanakan 

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas 

Pembantuan di Bidang Pariwisata dan Kebudayaan. 

2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi : 

a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya; 

b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya 

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup bidang 

Pariwisata dan Kebudayaan yang meliputi kesekretariatan, peningkatan 

daya tarik destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, ekonomi kreatif 

serta kebudayaan; 
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d. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan 

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

3) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terdiri dari : 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat; 

c. Bidang Peningkatan Daya Traik Destinasi Pariwisata; 

d. Bidang Pemasaran Pariwisata; 

e. Bidang Ekonomi Kreatif; 

f. Bidang Kebudayaan; 

g. UPTD; 

h. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

Kepala Dinas 

1. Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan dan menetapkan bahan 

kebijakan, menyelenggarakan pembinaan administrasi, pengendalian dan 

pengawasan kebijakan teknis di Bidang Pariwisata dan Kebudayaan yang 

meliputi Keseretariatan, Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, 

Pemasaran Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan serta 

menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai fungsi : 

a. Penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang Pariwisata dan 

kebudayaan yang meliputi kesekretariatan, peningkatan daya tarik 

destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, ekonomi kreatif serta 

kebudayaan; 

b. Perencanaan dan penyusunan program kegiatan di bidang Pariwisata 

dan kebudayaan yang meliputi kesekretariatan, peningkatan daya 

tarik destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, ekonomi kreatif serta 

kebudayaan; 

c. Pengendalian dan pengawasan teknis di bidang Pariwisata dan 

kebudayaan yang meliputi kesekretariatan, peningkatan daya tarik 
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destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, ekonomi kreatif serta 

kebudayaan; 

d. Pembinaan administrasi dan teknis di bidang Pariwisata dan 

kebudayaan yang meliputi kesekretariatan, peningkatan daya tarik 

destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, ekonomi kreatif serta 

kebudayaan; 

e. Pelaksanaan penyusunan langkah pelayanan prima 

3. Uraian Tugas Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : 

a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis Dinas sesuai dengan 

kebijakan umum Pemerintah Kabupaten Merauke; 

b. Menetapkan program kerja dan rencana kegiatan di bidang Pariwisata 

dan kebudayaan yang meliputi kesekretariatan, peningkatan daya 

tarik destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, ekonomi kreatif serta 

kebudayaan; 

c. Memfasilitasi penyelenggaraan program bidang Pariwisata dan 

kebudayaan yang kesekretariatan, peningkatan daya tarik destinasi 

pariwisata, pemasaran pariwisata, ekonomi kreatif serta kebudayaan; 

d. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi 

pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas dan fungsi dinas; 

e. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan dan penetapan rencana 

strategis, pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LPPD, LKPJ di bidang 

pariwisata dan kebudayaan; 

f. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis dalam rangka 

penyelenggaraan pelayanan umum di bidang Pariwisata dan 

Kebudayaan; 

g. Menyelenggarakan pembinaan terhadap UPTD. 

h. Memberikan saran dan pertimbangan (telaahan) kepada Bupati di 

bidang Pariwisata dan Kebudayaan sebagai bahan penetapan 

kebijakan umum Pemerintah Kabupaten Merauke; 
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i. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengembangan karier; 

j. Menyelenggarakan tugas lain yang di berikan oleh Bupati. 

 

Sekretariat 

(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan perumusan 

bahan kebijakan, melaksanakan pengendalian dan pembinaan administrasi 

teknis di bidang program dan pelaporan, umum dan kepegawaian serta 

keuangan dan asset. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

Sekretariat mempunyai fungsi : 

a. Pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang program dan 

pelaporan, umum dan kepegawaian serta keuangan dan asset; 

b. Pengkajian bahan rencana dan program kerja di bidang program dan 

pelaporan, umum dan kepegawaian, serta keuangan dan asset; 

c. Pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang program dan pelaporan, 

umum dan kepegawaian, serta keuangan dan asset; 

d. Pengendalian administrasi dan teknis di bidang program dan 

pelaporan, umum dan kepegawaian, serta keuangan dan asset; 

(3) Uraian tugas sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

sebagai berikut: 

a. Melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, kelembagaan dan 

ketatalaksanaan dinas; 

b. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan; 

c. Melaksanakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian 

perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan 

hubungan masyarakat; 

d. Melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan; 

e. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian; 

f. Melaksanakan pembinaan jabatan fungsional; 

g. Merencanakan dan menyusun program kesekretariatan; 

h. Melaksanakan pengkajian dan koordinasi perencanaan program dinas; 
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i. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan; 

j. Melaksanakan pengkajian anggaran belanja; 

k. Melaksanakan pengendalian administrasi belanja; 

l. Melaksanakan perumusan dan penetapan bahan rencana strategis, 

laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP), LPPD, LKPJ 

dinas; 

m. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja 

dinas; 

n. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain di lingkungan dinas; 

o. membina dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan; 

p. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengembangan karir; 

q. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; 

r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

(4) Sekretariat terdiri dari: 

a. Sub Bagian Program dan Pelaporan; 

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 

c. Sub Bagian Keuangan dan Asset. 

 
Sub Bagian Program dan Pelaporan 

(1) Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan 

penelaahan, analisis data dan pelayanan administrasi penyusunan 

program dan pelaporan. 

(2) Uraian tugas sub bagian program dan pelaporan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) adalah sebagai berikut: 

a. Mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, 

pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang 

berhubungan dengan penyusunan program dan pelaporan; 

b. Mengkoordinasikan, merumuskan kebijakan teknis, serta menyusun 

perencanaan dan program kerja dinas; 

c. Mengkoordinasikan dan menyusun visi, misi dan tujuan dinas; 
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d. Mengkoordinasikan dan menyusun rencana strategis (Renstra) dan 

rencana kerja (Renja) dinas dengan mengacu pada RPJMD 

Kabupaten; 

e. Melakukan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan laporan 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP), LPPD, LKPJ dinas; 

f. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain di lingkungan dinas; 

g. Membina dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan; 

h. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengembangan karir; 

i. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; 

j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

(1)  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan 

penelaahan dan analisis data, penyusunan rencana dan program kerja 

serta melakukan tugas operasional teknis dan administratif di bidang 

umum dan kepegawaian. 

(2)  Uraian Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : 

a. Mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, 

pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang 

berhubungan dengan pelayanan administrasi umum dan 

kepegawaian; 

b. Merumuskan kebijakan teknis pelayanan administrasi umum dan 

kepegawaian; 

c. Melakukan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat- 

surat/naskah dinas serta pengelolaan kearsipan dan perpustakaan; 

d. Melakukan penyiapan bahan penyusunan RENSTRA, RENJA, RKA, 

LAKIP/LKj, LPPD tahunan, LKPJ tahunan terkait dengan tugas-tugas 

bidang umum dan kepegawaian; 

e. Melakukan penggandaan naskah dinas; 
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f. Melakukan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat dinas; 

g. Melakukan proses administrasi perjalanan dinas pegawai; 

h. Melakukan pengelolaan hubungan masyarakat dan pendokumentasian; 

i. Melakukan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, 

pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan 

kantor, kendaraan dan asset lainnya serta ketertiban, keindahan dan 

keamanan kantor; 

j. Mengevaluasi pelaksanaan pelayanan administrasi umum untuk 

mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang 

dihadapi serta upaya pemecahan masalah; 

k. Menyusun laporan pelaksanaan pelayanan administrasi umum; 

l. Memberikan layanan administrasi pimpinan; 

m. Mengumpulkan dokumen kepegawaian sesuai dengan kepentingan dan 

kebutuhan untuk bahan konsep mutasi dan administrasi kepegawaian; 

n.  Mengadministrasikan naskah dinas yang masuk dengan menerima 

dan memeriksa kelengkapannya; 

o. Mengonsep usul kenaikan pangkat dan gaji berkala pegawai 

berdasarkan data kepegawaian yang bersangkutan dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan dengan menggunakan perangkat 

komputer untuk bahan pertimbangan dan penetapan atasan; 

p. Mengonsep daftar nominatif dan daftar urut kepangkatan pegawai 

berdasarkan data kepegawaian sesuai dengan format dengan 

menggunakan perangkat komputer untuk bahan pertimbangan dan 

penetapan atasan; 

q. Mengonsep surat cuti, surat tugas/izin belajar berdasarkan data 

kepegawaian yang bersangkutan dan ketentuan peraturan perundang- 

undangan dengan menggunakan perangkat komputer untuk bahan 

pertimbangan dan penetapan atasan; 

r. Mengonsep surat permintaan kartu pegawai, asuransi kesehatan, 

tabungan pensiun, kartu suami, kartu isteri berdasarkan data 

kepegawaian dan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan 
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menggunakan perangkat komputer untuk bahan pertimbangan dan 

penetapan atasan; 

s. Mengonsep surat permohonan pindah, pensiun dan administrasi 

mutasi kepegawaian lainnya berdasarkan data kepegawaian yang 

bersangkutan dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk 

bahan pertimbangan dan penetapan atasan; 

t. Mengurus administrasi absensi pegawai dengan membuat daftar 

absensi, memberikan layanan pengisian absensi dan merekapitulasi 

kehadiran pegawai untuk bahan laporan kepada atasan; 

u. Mengelola arsip/dokumen kepegawaian dengan menyimpan dokumen 

dan memberikan layanan peminjaman arsip agar tertib administrasi; 

v.  Mengonsep usul penetapan angka kredit jabatan fungsional tertentu 

berdasarkan data usulan dan ketentuan peraturan perundang- 

undangan yang berlaku dan mengajukannya kepada atasan untuk 

ditetapkan; 

w. Mengadministrasikan dokumen usul penetapan angka kredit jabatan 

fungsional tertentu yang masuk dengan menerima, memeriksa, 

membuka, membaca, mengagendakan dan mengajukannya kepada 

atasan untuk ditetapkan; 

x.  Mengonsep surat permintaan kelengkapan berkas (bila terdapat 

kekurangan) dengan menguraikan kekurangan data untuk bahan 

pengonsepan usul penetapan angka kredit; 

y. Mengonsep pengembangan dan pembinaan disiplin pegawai 

berdasarkan permasalahan, data kepegawaian dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan disiplin pegawai; 

z. Menyusun formasi pegawai berdasarkan data keadaan hasil analisis 

jabatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

pengajukannya kepada atasan untuk bahan pertimbangan dan 

penetapan atasan; 

aa. Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan 

rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat 

dilaksanakan secara efektif dan efisien; 
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bb. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain di lingkungan dinas; 

cc. Melakukan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; 

dd. Membina dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan; 

ee. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengembangan karir; 

ff. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; 

gg. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 
Sub Bagian Keuangan dan Asset 

(1) Sub Bagian Keuangan dan Asset mempunyai tugas melakukan penelaahan 

dan analisis data penyusunan rencana dan program kerja serta melakukan 

tugas operasional teknis dan administratif di bidang Keuangan dan asset. 

(2) Uraian Tugas Sub Bagian Keuangan dan Asset sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) adalah sebagai berikut: 

a. Mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, 

pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang 

berhubungan dengan pengelolaan keuangan dan asset; 

b. Melakukan penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan dan Asset 

dinas; 

c. Melakukan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran dinas; 

d. Melakukan penyiapan bahan penyusunan RENSTRA, RENJA, RKA, 

LAKIP/LKj, LPPD tahunan, LKPJ tahunan terkait dengan tugas-tugas 

bidang keuangan dan asset; 

e. Mencatat dan melaporkan penambahan asset dinas; 

f. Melakukan pengadministrasian dan pembukuan keuangan dinas; 

g. Melakukan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah 

serta pembayaran lainnya; 

h. Melakukan perbendaharaan keuangan; 

i. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan; 

j. Melakukan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak 

langsung dinas dan UPTD; 
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k. Melakukan verifikasi keuangan; 

l. Melakukan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan penyiapan bahan 

pertanggungjawaban keuangan berupa Laporan Arus Kas (LAK) dinas; 

m. Melakukan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; 

n. Mengusulkan penghapusan asset dinas; 

o. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain di lingkungan dinas; 

p. Membina dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan; 

q. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengembangan karir; 

r. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; 

s. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

Bidang Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 

 
(1) Bidang Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata mempunyai tugas 

melaksanakan pengkajian dan atau bahan perumusan kebijakan, 

melaksanakan pengendalian dan pembinaan adminstrasi teknis bidang 

peningkatan daya tarik destinasi pariwisata yang meliputi pengelolaan 

kawasan, destinasi dan daya tarik wisata serta penetapan tanda daftar 

usaha pariwisata. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang 

Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata mempunyai fungsi: 

a. Pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis bidang peningkatan 

daya tarik destinasi pariwisata yang meliputi pengelolaan kawasan, 

destinasi dan daya tarik wisata serta penetapan tanda daftar usaha 

pariwisata; 

b. Pengkajian bahan rencana dan program kerja bidang peningkatan 

daya tarik destinasi pariwisata yang meliputi pengelolaan kawasan, 

destinasi dan daya tarik wisata serta penetapan tanda daftar usaha 

pariwisata; 

c. Pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang peningkatan daya tarik 

destinasi pariwisata yang meliputi pengelolaan kawasan, destinasi dan 
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daya tarik wisata serta penetapan tanda daftar usaha pariwisata; 

d. Pengendalian administrasi dan teknis di bidang peningkatan daya tarik 

destinasi pariwisata yang meliputi pengelolaan kawasan, destinasi dan 

daya tarik wisata serta penetapan tanda daftar usaha pariwisata. 

(3) Uraian Tugas Bidang Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: 

a. Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja di bidang 

peningkatan daya tarik destinasi pariwisata yang meliputi pengelolaan 

kawasan, destinasi dan daya tarik wisata serta penetapan tanda daftar 

usaha pariwisata; 

b. Melaksanakan koordinasi teknis bidang peningkatan daya tarik 

destinasi pariwisata yang meliputi pengelolaan kawasan, destinasi dan 

daya tarik wisata serta penetapan tanda daftar usaha pariwisata; 

c. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan, 

petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya; 

d. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan RENSTRA, RENJA, RKA, 

LAKIP/LKj, LPPD tahunan, LKPJ tahunan terkait dengan tugas-tugas 

dibidangnya; 

e. Melaksanakan pengelolaan daya tarik wisata Kabupaten; 

f. Melaksanakan penetapan daya tarik wisata kabupaten; 

g. Melaksanakan perencanaan pengembangan daya tarik wisata 

Kabupaten; 

h. Melaksanakan pengembangan daya tarik wisata Kabupaten; 

i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan daya tarik wisata 

Kabupaten; 

j. Melaksanakan pengelolaan kawasan strategis pariwisata Kabupaten; 

k. Melaksanakan penetapan kawasan strategis pariwisata Kabupaten; 

l. Melaksanakan perencanaan kawasan startegis pariwisata Kabupaten; 

m. Melaksanakan pengembangan kawasan strategis pariwisata 

Kabupaten; 
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n. Melaksanakan pengadaan/pemeliharaan/rehabilitas sarana dan 

prasarana dalam pengelolaan kawasan wisata strategis pariwisata 

Kabupaten; 

o. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan strategis 

pariwisata Kabupaten; 

p. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan 

strategis pariwisata Kabupaten; 

q. Melaksanakan penerapan destinasi pariwisata berkelanjutan dalam 

pengelolaan kawasan strategis pariwisata Kabupaten; 

r. Melaksanakan pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten; 

s. Melaksanakan penetapan destinasi pariwisata Kabupaten; 

t. Melaksanakan perencanaan destinasi pariwisata Kabupaten; 

u. Melaksanakan pengembangan destinasi pariwisata Kabupaten; 

v. Melaksanakan pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan 

prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten; 

w. Melaksanakan monitoring dan  evaluasi  pengelolaan 

destinasi pariwisata Kabupaten; 

x. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan 

destinasi pariwisata Kabupaten; 

y. Melaksanakan  penerapan  destinasi   pariwisata 

berkelanjutan dalam pengelolaan destinasi pariwisata 

Kabupaten; 

z. Melaksanakan penetapan tanda daftar usaha pariwisata 

Daerah Kabupaten; 

aa. Melaksanakan penyediaan layanan pendaftaran usaha 

pariwisata Kabupaten; 

bb. Melaksanakan penerbitan tanda daftar usaha pariwisata 

Kabupaten; 

cc. Melaksanakan pengelolaan investasi pariwisata; 

dd. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata; 

ee. melaksanakan fasilitasi standarisasi industri dan usaha 

pariwisata; 
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ff. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain di lingkungan dinas; 

gg. Menyusun laporan pelaksanaan tugas; 

hh. Membina dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan; 

ii. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengembangan karier; 

jj. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; 

kk. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

(4) Bidang Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata terdiri dari : 

a. Seksi Pengelolaan Kawasan, Destinasi dan Daya Tarik Wisata; 

b. Seksi Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata. 

 
Seksi Pengelolaan Kawasan, Destinasi dan Daya Tarik Wisata 

(1) Seksi Pengelolaan Kawasan, Destinasi dan Daya Tarik Wisata mempunyai 

tugas melakukan penelaahan dan analisis data penyusunan rencana dan 

program kerja serta melakukan tugas operasional teknis dan administratif 

di bidang pengelolaan kawasan, destinasi dan daya tarik wisata. 

(2) Uraian Tugas Seksi Pengelolaan Kawasan, Destinasi dan Daya Tarik 

Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : 

a. Mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, 

pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang 

berhubungan dengan pengelolaan kawasan, destinasi dan daya tarik 

wisata; 

b. Melakukan penyusunan program dan operasional kerja bidang 

pengelolaan kawasan, destinasi dan daya tarik wisata; 

c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan, 

petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya; 

d. Melakukan penyiapan bahan penyusunan RENSTRA, RENJA, RKA, 

LAKIP/LKj, LPPD tahunan, LKPJ tahunan terkait dengan tugas-tugas 

dibidangnya; 

e. Melakukan pengelolaan daya tarik wisata Kabupaten; 

f. Melakukan penetapan daya tarik wisata Kabupaten; 

g. Melakukan perencanaan pengembangan daya tarik wisata Kabupaten; 
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h. Melakukan pengembangan daya tarik wisata Kabupaten; 

i. Melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan daya tarik wisata 

Kabupaten; 

j. Melakukan pengelolaan kawasan strategis pariwisata Kabupaten; 

k. Melakukan penetapan kawasan strategis pariwisata Kabuapten; 

l. Melakukan perencanaan kawasan strategis pariwisata Kabupaten; 

m. Melakukan pengembangan kawasan strategis pariwisata Kabupaten; 

n. Melakukan pengadaan/pemeliharaan/rehabilitas sarana dan prasarana 

dalam pengelolaan kawasan wisata strategis pariwisata Kabupaten; 

o. Melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan strategis 

pariwisata Kabupaten; 

p. Melakukan pengelolaan kawasan strategis pariwisata Kabupaten; 

q. Melakukan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan 

strategis pariwisata Kabupaten; 

r. Melakukan penerapan destinasi pariwisata berkelanjutan dalam 

pengelolaan kawasan strategis pariwisata Kabupaten; 

s. Melakukan pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten; 

t. Melakukan penetapan destinasi pariwisata Kabupaten; 

u. Melakukan perencanaan destinasi pariwisata Kabupaten; 

v. Melakukan pengembangan destinasi pariwisata Kabupaten; 

w. Melakukan pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan 

prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten; 

x. Melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan destinasi pariwisata 

Kabupaten; 

y. Melakukan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi 

pariwisata Kabupaten; 

z. Melakukan penerapan destinasi pariwisata berkelanjutan dalam 

pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten; 

aa. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain di lingkungan dinas; 

ä. Menyusun laporan pelaksanaan tugas; 

cc.Membina dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan; 
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dd. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengembangan karier; 

ee. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; 

ff. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

Seksi Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata 

(1) Seksi Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata mempunyai tugas 

melakukan penelaahan dan analisis data penyusunan rencana dan 

program kerja serta melakukan tugas operasional teknis dan administratif 

di bidang penetapan tanda daftar usaha pariwisata. 

(2) Uraian Tugas seksi Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: 

a. Mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, 

pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang 

berhubungan dengan penetapan tanda daftar usaha pariwisata; 

b. Melakukan penyusunan program dan operasional kerja bidang 

penetapan tanda daftar usaha pariwisata; 

c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan, 

petunjuk teknis serta rencana startegis sesuai lingkup tugasnya; 

d. Melakukan penyiapan bahan penyusunan RENSTRA, RENJA, RKA, 

LAKIP/LKj, LPPD tahunan, LKPJ tahunan terkait dengan tugas-tugas 

dibidangnya; 

e. Melakukan penetapan tanda daftar usaha pariwisata daerah 

Kabupaten; 

f. Melakukan penyediaan layanan pendaftaran usaha pariwisata 

Kabupaten; 

g. Melakukan penertiban tanda daftar usaha pariwisata Kabupaten; 

h. Melakukan pengelolaan investasi pariwisata; 

i. Melakukan pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata; 

j. Melakukan fasilitasi standarisasi industri dan usaha pariwisata; 

k. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain di lingkungan dinas; 

l. Menyusun laporan pelaksanaan tugas; 
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m. Membina dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan; 

n. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengembangan karier; 

o. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; 

p. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

Bidang Pemasaran Pariwisata 

(1) Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan 

pengkajian dan atau bahan perumusan kebijakan, melaksanakan 

pengendalian dan pembinaan adminstrasi teknis bidang pemasaran 

pariwisata yang meliputi perencanaan promosi dan pemasaran pariwisata 

serta pelaksanaan promosi dan pemasaran pariwisata; 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang 

Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi: 

a. Pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemasaran 

pariwisata yang meliputi perencanaan promosi dan pemasaran 

pariwisata serta pelaksanaan promosi dan pemasaran pariwisata; 

b. Pengkajian bahan rencana dan program kerja bidang pemasaran 

pariwisata yang meliputi perencanaan promosi dan pemasaran 

pariwisata serta pelaksanaan promosi dan pemasaran pariwisata; 

c. Pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang pemasaran pariwisata 

yang meliputi perencanaan promosi dan pemasaran pariwisata serta 

pelaksanaan promosi dan pemasaran pariwisata; 

d. Pengendalian administrasi dan teknis di bidang pemasaran 

pariwisata yang meliputi perencanaan promosi dan pemasaran 

pariwisata serta pelaksanaan promosi dan pemasaran pariwisata. 

(3) Uraian Tugas Bidang Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) adalah sebagai berikut : 

a. Melaksanakan penyusunan rencana program kerja di bidang 

pemasaran pariwisata yang meliputi perencanaan promosi dan 

pemasaran pariwisata serta pelaksanaan promosi dan pemasaran 

pariwisata; 
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b. Melaksanakan koordinasi teknis bidang pemasaran pariwisata yang 

meliputi perencanaan promosi dan pemasaran pariwisata serta 

pelaksanaan promosi dan pemasaran pariwisata; 

c. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan, 

petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya; 

d. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan RENSTRA, RENJA, RKA, 

LAKIP/LKj, LPPD tahunan, LKPJ tahunan terkait dengan tugas-tugas 

dibidangnya; 

e. Melaksanakan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya 

tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata Kabupaten; 

f. Melaksankan penguatan promosi melalui media cetak, elektronik dan 

media lainnya baik dalam dan luar negeri; 

g. Melaksanakan fisilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam 

dan luar negeri pariwisata Kabuapten; 

h. Melaksanakan penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata 

kabupaten baik dalam dan luar negeri; 

i. Melaksanakan peningkatan kerja sama dan kemitraan pariwisata 

dalam dan luar negeri; 

j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan pemasaran 

pariwisata; 

k. Melaksanakan perumusan segmen pasar dan strategi pemasaran; 

l. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dilingkungan dinas; 

m. Menyusun laporan pelaksanaan tugas; 

n. Membina dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan; 

o. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertibangan dalam 

pengembangan karier; 

p. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; 

q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

 
(4) Bidang Pemasaran Pariwisata terdiri dari : 

a. Seksi Perencanaan Promosi dan Pemasaran Pariwisata; 

b. Seksi Pelaksanaan Promosi dan Pemasaran Pariwisata. 
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Seksi Perencanaan Promosi dan Pemasaran Pariwisata 

(1) Seksi Perencanaan Promosi dan Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas 

melakukan penelaahan dan analisis data penyusunan rencana dan 

program kerja serta melakukan tugas operasional teknis dan administratif 

di bidang perencanaan promosi dan pemasaran pariwisata. 

(2) Uraian Tugas Seksi Perencanaan Promosi dan Pemasaran Pariwisata 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : 

a. Mengumpulkan Peraturan Perundang-undangan, kebijakan teknis, 

pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang 

berhubungan dengan perencanaan promosi dan pemasaran 

pariwisata; 

b. Melakukan penyusunan program dan operasional kerja bidang 

perencanaan promosi dan pemasaran pariwisata; 

c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan, 

petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya; 

d. Melakukan penyiapan bahan penyusunan RENSTRA, RENJA, RKA, 

LAKIP/LKj, LPPD tahunan, LKPJ tahunan terkait dengan tugas-tugas 

dibidangnya; 

e. Melakukan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, 

destinasi dan kawasan strategis pariwisata Kabupaten; 

f. Melakukan penguatan promosi melalui media cetak, elektronik dan 

media lainnya baik dalam dan luar negeri; 

g. Melakukan fisilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan 

luar negeri pariwisata Kabuapten; 

h. Melakukan penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata 

kabupaten baik dalam dan luar negeri; 

i. Melakukan peningkatan kerja sama dan kemitraan pariwisata dalam 

dan luar negeri; 

j. Melakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pemasaran 
pariwisata 
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k. Melakukan pengembangan sumber daya aparatur dibidang 

perencanaan promosi dan pemasaran wisata. 

l. Melakukan perencanaan promosi dan pemasaran di dalam dan luar 

negeri; 

m. Melakukan perumusan segmen pasar dan strategi pemasaran 

pariwisata; 

n. Melakukan dan menyiapkan bahan-bahan informasi pariwisata 

sebagai sarana perencanaan promosi dan pemasaran pariwisata; 

o. Melakukan dan menyiapkan bahan koordinasi perencanaan promosi 

dan pemasaran pariwisata; 

p. Melakukan, menyiapkan dan melengkapi bahan standar administratif 

serta dokumen-dokumen dalam pelaksanaan promosi pariwisata; 

q. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain di lingkungan dinas; 

r. Menyusun laporan pelaksanaan tugas; 

s. Membina dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan; 

t. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengembangan karier; 

u. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; 

v. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 
Seksi Pelaksanaan Promosi dan Pemasaran Pariwisata 

(1) Seksi Pelaksanaan Promosi dan Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas 

melakukan penelaahan dan analisis data penyusunan rencana dan 

program kerja serta melakukan tugas operasional teknis dan 

administratif di bidang pelaksanaan promosi dan pemasaran pariwisata. 

(2) Uraian Tugas Seksi Pelaksanaan Promosi dan Pemasaran Pariwisata 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: 

a. Mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, 

pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang 

berhubungan dengan pelaksanaan promosi dan pemasaran 
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b. Melakukan penyusunan program dan operasional kerja bidang 

pelaksanaan promosi dan pemasaran pariwisata; 

c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan, 

petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya; 

d. Melakukan penyiapan bahan penyusunan RENSTRA, RENJA, RKA, 

LAKIP/LKj, LPPD tahunan, LKPJ tahunan terkait dengan tugas-tugas 

dibidangnya; 

e. Melakukan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, 

destinasi dan kawasan strategis pariwisata Kabupaten; 

f. Melakukan penguatan promosi melalui media cetak, elektronik dan 

media lainnya baik dalam dan luar negeri; 

g. Melakukan fisilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan 

luar negeri pariwisata Kabuapten; 

h. Melakukan penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata 

kabupaten baik dalam dan luar negeri; 

i. Melakukan peningkatan kerja sama dan kemitraan pariwisata dalam 

dan luar negeri; 

j. Melakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pemasaran 

pariwisata; 

k. Melakukan promosi potensi pariwisata di dalam dan luar negeri; 

l. Melakukan pengembangan sumber daya aparatur dibidang 

pelaksanaan promosi dan pemasaran wisata; 

m. Melakukan dan mempersiapkan pelaksanaan promosi dan pemasaran 

pariwisata didalam dan luar negeri; 

n. Melakukan perumusan segmen pasar dan strategi pelaksanaan 

promosi dan pemasaran pariwisata kabupaten; 

o. Melakukan penyiapkan bahan-bahan informasi pariwisata sebagai 

sarana promosi pariwisata. 

p. Melakukan dan menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan promosi 

dan pemasaran pariwisata; 
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q. Melakukan dan menyiapkan bahan dan melengkapi standar 

administratif serta dokumen-dokumen dalam pelaksanaan promosi 

dan pemasaran pariwisata; 

r. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain dilingkungan dinas; 

s. Menyusun laporan pelaksanaan tugas; 

t. Membina dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan; 

u. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengembangan karier; 

v. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; 

w. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

Bidang Ekonomi Kreatif 

(1) Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan pengkajian 

bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pengendalian dan pembinaan 

adminstrasi teknis bidang ekonomi kreatif yang meliputi penyediaan 

prasarana serta pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi 

kreatif. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang 

Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi: 

a. Pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis bidang ekonomi kreatif 

yang meliputi penyediaan prasarana serta pengembangan sumber 

daya pariwisata dan ekonomi kreatif; 

b. Pengkajian bahan rencana dan program kerja bidang ekonomi kreatif 

yang meliputi penyediaan prasarana serta pengembangan sumber 

daya pariwisata dan ekonomi kreatif; 

c. Pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang ekonomi kreatif yang 

meliputi penyediaan prasarana serta pengembangan sumber daya 

pariwisata dan ekonomi kreatif; 

d. Pengendalian administrasi dan teknis di bidang ekonomi kreatif yang 

meliputi penyediaan prasarana serta pengembangan sumber daya 

pariwisata dan ekonomi kreatif; 
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(3) Uraian Tugas Bidang Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) adalah sebagai berikut : 

a. Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja bidang ekonomi 

kreatif yang meliputi penyediaan prasarana serta pengembangan 

sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif; 

b. Melakanakan koordinasi teknis bidang ekonomi kreatif yang meliputi 

penyediaan prasarana serta pengembangan sumber daya pariwisata 

dan ekonomi kreatif; 

c. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan, 

petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya; 

d. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan RENSTRA, RENJA, RKA, 

LAKIP/LKj, LPPD tahunan, LKPJ tahunan terkait dengan tugas-tugas 

dibidangnya; 

e. Melaksanakan penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang 

kreatif/kabupaten kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan 

berinteraksi bagi insan kreatif di daerah kabupaten; 

f. Melaksanakan pengembangan dan revitalisasi prasarana kabupaten 

kreatif; 

g. Melaksanakan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif; 

h. Melaksanakan pengembangan riset; 

i. Melaksanakan pengembangan pendidikan; 

j. Melaksanakan fasilitasi pendanaan dan pembiayaan; 

k. Melaksanakan penyediaan infrastruktur; 

l. Melaksanakan pengembangan sistem pemasaran; 

m. Melaksanakan pemberian insentif; 

n. Melaksanakan fasilitas kekayaan intelektual; 

o. Melaksanakan perlindungan hasil kreativitas; 

p. Melaksanakan penyusunan Rencana Aksi pengembangan Ekonomi 

Kreatif; 

q. Melaksanakaan monitoring dan evaluasi pengembangan ekosistem 

ekonomi kreatif; 
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r. Melaksanakan pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya 

manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar; 

s. Melaksanakaan pengembangan kompetensi SDM pariwisata dan 

ekonomi kreatif tingkat dasar; 

t. Melaksanakan peningkatan peran serta masyarakat dalam 

pengembangan kemitraan pariwisata; 

u. Melaksanakan pelatihan dasar SDM kepariwisataan bagi masyarakat, 

guru dan pelajar (mahasiswa dan atau siswa); 

v. Melaksanakan sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang 

pariwisata; 

w. Melaksanakan fasilitasi proses kreasi produksi, distribusi komsumsi 

dan konservasi ekonomi kreatif; 

x. Melaksanakan fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya 

manusia ekonomi kreatif; 

y. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan sumber daya 

pariwisata dan ekonomi kreatif; 

z. Melasanakan pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif; 

aa. Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan 

ekonomi kreatif; 

bb. Melaksanakan dukungan fasilitasi menghadapi perkembangan 

teknologi di dunia usaha; 

cc. Melaksanakan standarisasi Usaha dan sertifikasi profesi di bidang 

ekonomi kreatif; 

dd. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dilingkungan dinas 

ee. Menyusun laporan pelaksanaan tugas; 

ff. Membina dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan; 

gg. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengembangan karier; 

hh. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; 

ii. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

(4) Bidang Ekonomi Kreatif terdiri dari: 

a. Seksi Penyediaan Prasarana; dan 
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b. Seksi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 

 
Seksi Penyediaan Prasarana 
(1) Seksi Penyediaan Prasarana   mempunyai tugas melakukan penelaahan 

dan analisis data penyusunan rencana dan program kerja serta melakukan 

tugas operasional teknis dan administratif di bidang penyediaan 

prasarana; 

(2) Uraian Tugas Seksi Penyediaan Prasarana sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) adalah sebagai berikut : 

a. Mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, 

pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang 

berhubungan dengan penyediaan prasarana; 

b. Melakukan penyusunan program dan operasional kerja bidang 

penyediaan prasarana; 

c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan, 

petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya; 

d. Melakukan penyiapan bahan penyusunan RENSTRA, RENJA, RKA, 

LAKIP/LKj, LPPD tahunan, LKPJ tahunan terkait dengan tugas-tugas 

dibidangnya; 

e. Melakukan penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang 

kreatif/kabupaten kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan 

berinteraksi bagi insan kreatif di daerah kabupaten; 

f. Melakukan pengembangan dan revitalisasi prasarana kota kreatif; 

g. Melakukan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif; 

h. Melakukan pengembangan riset; 

i. Melakukan pengembangan pendidikan; 

j. Melakukan fasilitasi pendanaan dan pembiayaan; 

k. Melakukan penyediaan infrastruktur; 

l. Melakukan pengembangan sistem pemasaran; 

m. Melakukan pemberian insentif; 

n. Melakukan fasilitas kekayaan intelektual; 

o. Melakukan perlindungan hasil kreativitas; 
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p. Melakukan penyusunan Rencana Aksi pengembangan Ekonomi Kreatif; 

q. Melakukan monitoring dan evaluasi pengembangan ekosistem 

ekonomi kreatif; 

r. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain di lingkungan dinas; 

s. Menyusun laporan pelaksanaan tugas; 

t. Membina dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan; 

u. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengembangan karier; 

v. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; 

w. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 
Seksi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

(1) Seksi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif 

mempunyai tugas melakukan penelaahan dan analisis data penyusunan 

rencana dan program kerja serta melakukan tugas operasional teknis dan 

administratif di bidang pengembangan sumber daya pariwisata dan 

ekonomi kreatif. 

(2) Uraian Tugas Seksi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi 

Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : 

a. Mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, 

pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang 

berhubungan dengan pengembangan sumber daya pariwisata dan 

ekonomi kreatif; 

b. Melakukan penyusunan program dan operasional kerja bidang 

pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif; 

c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan, 

petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya; 

d. Melakukan penyiapan bahan penyusunan RENSTRA, RENJA, RKA, 

LAKIP/LKj, LPPD tahunan, LKPJ tahunan terkait dengan tugas-tugas 

dibidangnya; 

e. Melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata 

dan ekonomi kreatif tingkat dasar; 
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f. Melakukan pengembangan kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi 

kreatif tingkat dasar; 

g. Melakukan peningkatan peran serta masyarakat dalam 

pengembangan kemitraan pariwisata; 

h. Melakukan pelatihan dasar SDM kepariwisataan bagi masyarakat, guru 

dan pelajar (mahasiswa dan/atau siswa); 

i. Melakukan sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata; 

j. Melakukan fasilitasi proses kreasi, produksi, distribusi, komsumsi dan 

konservasi ekonomi kreatif: 

k. Melakukan fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia 

ekonomi kreatif: 

l. Melakukan monitoring dan evaluasi pengembangan sumber daya 

pariwisata dan ekonomi kreatif; 

m. Melakukan pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif; 

n. Melakukan pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan ekonomi 

kreatif; 

o. Melakukan dukungan fasilitas menghadapi perkembangan teknologi di 

dunia usaha; 

p. Melakukan standarisasi usaha dan sertifikasi profesi di bidang ekonomi 

kreatif; 

q. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain di lingkungan dinas; 
 

r. Menyusun laporan pelaksanaan tugas; 
 

s. Membina dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan; 
 

t. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengembangan karier; 

u. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; 

v. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 
 

Bidang Kebudayaan 
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(1) Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan 

perumusan kebijakan, melaksanakan pengendalian dan pembinaan 

adminstrasi teknis bidang kebudayaan yang meliputi pengembangan 

kebudayaan dan kesenian tradisional, pembinaan sejarah serta pelestarian 

pengelolaan cagar budaya dan permuseuman. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang 

Kebudayaan menyelenggarakan fungsi: 

a. Pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis bidang kebudayaan 

yang meliputi pengembangan kebudayaan dan kesenian tradisional, 

pembinaan sejarah serta pelestarian pengelolaan cagar budaya dan 

permuseuman; 

b. Pengkajian bahan rencana dan program kerja bidang ebudayaan 

yang meliputi pengembangan kebudayaan dan kesenian tradisional, 

pembinaan sejarah serta pelestarian pengelolaan cagar budaya dan 

permuseuman; 

c. Pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang kebudayaan yang 

meliputi pengembangan kebudayaan dan kesenian tradisional, 

pembinaan sejarah serta pelestarian pengelolaan cagar budaya dan 

permuseuman; 

d. Pengendalian administrasi dan teknis di bidang kebudayaan yang 

meliputi pengembangan kebudayaan dan kesenian tradisional, 

pembinaan sejarah serta pelestarian pengelolaan cagar budaya dan 

permuseuman; 

(3) Uraian Tugas Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah sebagai berikut : 

a. Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja bidang 

kebudayaan yang meliputi pengembangan kebudayaan dan kesenian 

tradisional, pembinaan sejarah serta pelestarian pengelolaan cagar 

budaya dan permuseuman; 
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b. Melaksanakan koordinasi teknis bidang kebudayaan yang meliputi 

pengembangan kebudayaan dan kesenian tradisional, pembinaan 

sejarah serta pelestarian pengelolaan cagar budaya dan 

permuseuman; 

c. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan, 

petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya; 

d. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan RENSTRA, RENJA, RKA, 

LAKIP/LKj, LPPD tahunan, LKPJ tahunan terkait dengan tugas-tugas 

dibidangnya; 

e. Melaksanakan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya 

dalam dearah kabupaten; 

f. Melaksanakaan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan objek 

pemajuan kebudayaan; 

g. Melaksanakan pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan 

pranata kebudayaan; 

h. Melaksanakan pelestarian kesenian tradional yang masyarakat 

pelakunya dalam daerah kabupaten; 

i. Melaksanakan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan objek 

pemajuan tradisi budaya; 

j. Melaksanakan pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan 

pranata tradisional; 

k. Melaksanakan pemberian penghargaan kepada pihak berpresasi atau 

berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya 

dalam pemajuan kebudayaan; 

l. Melaksanakan pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam 

daerah kabupaten; 

m. Melaksanakan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan objek 

pemajuan lembaga adat; 

n. Melaksanakan pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan 

pranata adat; 

o. Melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana pembinaan lembaga 

adat; 
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p. Melaksanakan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam 

daerah kabupaten; 

q. Melaksanakan peningkatan pendidikan dan pelatihan sumber daya 

manusia kesenian tradisional; 

r. Melaksanakan standardisasi dan sertifikasi sumber daya manusia 

kesenian tradisional sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan; 

s. Melaksanakan peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian 

tradisional; 

t. Melaksanakan pembinaan sejarah local dalam 1 (satu) daerah 

kabupaten; 

u. Melaksanakan pemberdayaan sumber daya manusia dan lembaga 

sejarah local kabupaten; 

v. Melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana pembinaan sejarah; 

w. Melaksanakan peningkatan akses masyarakat terhadap data dan 

informasi sejarah; 

x. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain di lingkungan dinas; 

y. Menyusun laporan pelaksanaan tugas; 

z. Membina dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan; 

aa. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengembangan karier; 

bb. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; 

cc.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

(4) Bidang Kebudayaan terdiri dari: 

a. Seksi Pengembangan Kebudayaan dan Kesenian Tradisional; 

b. Seksi Pembinaan Sejarah; dan 

c. Seksi Pelestarian, Pengelolaan Cagar Budaya dan Permuseuman. 

 

Seksi Pengembangan Kebudayaan dan Kesenian Tradisional 

(1) Seksi Pengembangan Kebudayaan dan Kesenian Tradisional mempunyai 

tugas melakukan penelaahan dan analisis data penyusunan rencana dan 

program kerja serta melakukan tugas operasional teknis dan administratif 

di bidang pengembangan kebudayaan dan kesenian tradisional. 
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(2) Uraian Tugas Seksi Pengembangan Kebudayaan dan Kesenian Tradisional 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : 

a. Mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, 

pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahanlain yang 

berhubungan dengan pengembangan kebudayaan dan kesenian 

tradisional; 

b. Melakukan penyusunan program dan operasional kerja bidang 

pengembangan kebudayaan dan kesenian tradisional; 

c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan, 

petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya; 

d. Melakukan penyiapan bahan penyusunan RENSTRA, RENJA, RKA, 

LAKIP/LKj, LPPD tahunan, LKPJ tahunan terkait dengan tugas-tugas 

dibidangnya; 

e. Melakukan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya 

dalam dearah kabupaten; 

f. Melakukan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan objek 

pemajuan kebudayaan; 

g. Melakukan pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata 

kebudayaan; 

h. Melakukan pelestarian kesenian tradional yang masyarakat pelakunya 

dalam daerah kabupaten/kota; 

i. Melakukan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan objek 

pemajuan tradisi budaya; 

j. Melakukan pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata 

tradisional; 

k. Melakukan pemberian penghargaan kepada pihak berpresasi atau 

berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya 

dalam pemajuan kebudayaan; 

l. Melakukan pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam daerah 

kabupaten; 

m. Melakukan   pelindungan,    pengembangan,    pemanfaatan    objek 

 pemajuan lembaga adat; 
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n. Melakukan pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata 

adat; 

o. Melakukan penyediaan sarana dan prasarana pembinaan lembaga 

adat; 

p. Melakukan pembinaan  kesenian  yang  masyarakat 

pelakunya dalam Daerah Kabupaten; 

q. Melakukan peningkatan pendidikan dan pelatihan sumber 

daya manusia kesenian tradisional; 

r. Melakukan standardisasi dan sertifikasi sumber daya 

manusia kesenian tradisional sesuai dengan kebutuhan dan 

tuntutan; 

s. Melakukan peningkatan kapasitas tatakelola lembaga 

kesenian tradisional; 

t. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain di lingkungan dinas; 

u. Menyusun laporan pelaksanaan tugas; 

v. Membina dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan; 

w. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengembangan karier; 

x. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; 

y. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 
Seksi Pembinaan Sejarah 

(1) Seksi Pembinaan Sejarah mempunyai tugas melakukan penelaahan dan 

analisis data penyusunan rencana dan program kerja serta melakukan 

tugas operasional teknis dan administratif di bidang pembinaan sejarah. 

(2) Uraian Tugas Seksi Pembinaan Sejarah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) adalah sebagai berikut : 

a. Mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, 

pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang 

berhubungan dengan pembinaan sejarah; 

b. Melakukan penyusunan program dan operasional kerja bidang 

pembinaan sejarah; 
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c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan, 

petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya; 

d. Melakukan penyiapan bahan penyusunan RENSTRA, RENJA, RKA, 

LAKIP/LKj, LPPD tahunan, LKPJ tahunan terkait dengan tugas-tugas 

dibidangnya; 

e. Melakukan pembinaan sejarah  lokal  dalam  1  (satu) 

Daerah Kabupaten; 

f. Melakukan pemberdayaan sumber daya manusia dan 

lembaga sejarah lokal Kabupaten; 

g. Melakukan penyediaan sarana dan prasarana pembinaan 

sejarah; 

h. Melakukan peningkatan akses masyarakat terhadap  data 

dan informasi sejarah; 

i. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain di lingkungan dinas; 

j. Menyusun laporan pelaksanaan tugas; 

k. Membina dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan; 

l. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengembangan karier; 

m. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; 

n. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 
Seksi Pelestarian, Pengelolaan Cagar Budaya dan Permuseuman 

(1) Seksi Pelestarian, Pengelolaan Cagar Budaya dan Permuseuman 

mempunyai tugas melakukan penelaahan dan analisis data penyusunan 

rencana dan program kerja serta melakukan tugas operasional teknis 

dan administratif di bidang pelestarian, pengelolaan cagar budaya dan 

permuseuman. 

(2) Uraian Tugas Seksi Pelestarian, Pengelolaan Cagar Budaya dan 

Permuseuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai 

berikut : 

a. Mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, 

pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang 
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berhubungan dengan pelestarian, pengelolaan cagar budaya dan 

permuseuman; 

b. Melakukan penyusunan program dan operasional kerja bidang 

pelestarian, pengelolaan cagar budaya dan permuseuman; 

c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan, 

petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya; 

d. Melakukan penyiapan bahan penyusunan RENSTRA, RENJA, RKA, 

LAKIP/LKj, LPPD tahunan, LKPJ tahunan terkait dengan tugas-tugas 

dibidangnya; 

e. Melakukan penetapan cagar budaya peringkat Kabupaten; 

f. Melakukan pendaftaran objek diduga cagar budaya; 

g. Melakukan penetapan cagar budaya; 

h. Melakukan pengelolaan cagar budaya peringkat Kabupaten; 

i. Melakukan pelindungan cagar budaya; 

j. Melakukan pengembangan cagar budaya; 

k. Melakukan pemanfataan cagar budaya; 

l. Melakukan penertiban izin membawa cagar budaya ke luar daerah 

kabupaten dalam 1(satu) daerah kabupaten; 

m. Melakukan evaluasi dan pengawasan cagar budaya ke luar daerah 

kabupaten dalam 1(satu) daerah Kabupaten; 

n. Melakukan pengelolaan museum Kabupaten; 

o. Melakukan pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi 

secara terpadu; 

p. Melakukan pembinaan dan peningkatan mutu dan kapasitas sumber 

daya manusia permuseuman; 

q. Melakukan peningkatan pelayanan dan akses masyarakat terhadap 

museum; 

r.  Melakukan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana 

museum; 

s. Melakukan revitalisasi sarana dan prasarana museum; 

t. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain di lingkungan dinas; 

u. Menyusun laporan pelaksanaan tugas; 
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v. Membina dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan; 

w. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengembangan karier; 

x. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; 

y. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 

Merauke dapat dilihat dalam bagan dibawah ini (gambar 2.1). 
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Gambar 2.1 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MERAUKE 

(TIPELOGI A) 
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2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 

 
Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat 

struktural dan fungsional pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 

Merauke, sebagai berikut : 

a. Status Kepegawaian 

- Aparatur Sipil Negara (ASN) : 43  Orang 

- Pegawai Honorer Daerah : 24 Orang 

b. Latar belakang pendidikan (ASN) 

- Magister (S2) : 1 Orang 

- Sarjana (S1) : 17 Orang 

- Sarjana Muda/Diploma III (D3) : 8 Orang 

- SLTA : 13 Orang 

- SLTP : 2 Orang 

- SD : - Orang 

c. Pangkat dan Golongan 

- Pembina Tingkat I (IV/b) : 1 Orang 

- Pembina (IV/a) : 5 Orang 

- Penata Tingkat I (III/d) : 4 Orang 

- Penata (III/c) : 5 Orang 

- Penata Muda Tingkat I (III/b) : 4 Orang 

- Penata Muda (III/a) : 4 Orang 

- Pengatur Tingkat I (II/d) : 4 Orang 

- Pengatur (II/c) : 3 Orang 

- Pengatur Muda Tingkat I (II/b) : 9 Orang 

- Pengatur Muda (II/a) : - Orang 

- Juru Tingkat I (I/d) : 2 Orang 

 

d. Pejabat Struktural dan Fungsional 

➢ Struktural (Eselon II, III dan IV) 

Eselon II : 1 Orang 

Eselon III : 5 Orang 
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Eselon IV : 12  Orang 

  Fungsional : - Orang 

 

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

 
Kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Merauke untuk masyarakat, secara langsung dapat dilihat atau 

tercermin dalam pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan setiap tahunnya. 

Pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan berhubungannya erat dengan 

target kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Merauke yang 

sudah tertera dalam RPJMD  Kabupaten Merauke, dan  di harapkan 

realisasi/capaian  kinerjanya dapat tercapai/terlampaui. Harapan  ini 

dimungkinkan teralisasi jika terwujud kondisi Kabupaten Merauke aman dan 

nyaman sehingga memungkinkan aktifitas steakholder pariwisata maupun 

masyarakat Kabupaten Merauke berjalan baik dan lancar. Kinerja Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kabuoaten Merauke urusan kepariwisataan dapat 

dilihat pada tabel jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan 

mancanegara yang berkunjung ke Kabupaten Merauke dalam kurun waktu 5 

(lima) tahun terakhir. 

Tabel : Jumlah Kunjungan 
Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara 

 

 
No 

 
Tahun 

Jumlah 

Wisatawan Nusantara Wisatawan Mancanegara 

1. 2017 53.574 1.777 

2. 2018 9.898 676 

3. 2019 18.202 2.744 

4. 2020 4.302 132 

5. 2021 73.418 225 
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Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya realisasi dan 

program/kegiatan/sub kegiatan diantaranya adalah : 

a. Mekanisme pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang 

kurang memperhatikan perencanaan yang telah disusun 

sebelumnya, serta belum ada keseuaian antara kegiatan dan sub 

kegiatan yang direncanakan dengan kegiatan dan sub kegiatan 

yang telah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran. 

b. SDM yang terbatas, baik secara kuantitas dan kualitas. 

c. Proses pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang belum 

berjalan sebagaimana mestinya karena faktor eksternal dan internal. 
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Tabel 2.1 
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah 

Kabupaten Merauke Tahun 2020-2021 
 

No 

 

Program 

 

Satuan 

Target Renstra Dinas Dinas 
Pariwisata dan Kebudayaan 

pada Tahun 

Realisasi Capaian 
pada Tahun 

Persentase Capaian 
pada Tahun 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 

 Peningkatan Daya 
Tarik Destinasi 

 
262.234.496 1.482.202.500 3.352.341.831 2.810.937.000 1.278,37 189,64 

 Program Pemasaran 
Pariwisata 

 
990.805.475 1.211.000.000 450.490.490 838.118.325 45,46 69,20 

 Program 
Pengembangan 
Sumber Daya 
Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif 

  
 

1.017.290.625 

 
 

1.615.705.200 

 
 

603.768.750 

 
 

1.643.721.575 

 
 

59,35 

 
 

101,73 

 Program 
Pengembangan 
Kebudayaan 

%  
5.551.393.623 

 
1.830.712.500 

 
0 

 
832.630.150 

 
0,00 

 
89,78 

 Program 
Pengembangan 
Kesenian 
Tradisional 

%  
486.900.000 

 
0 

 
486.900.000 

 
0 

 
100,00 

 
0 

 Program 
Pengelolaan 
Permuseuman 

%  
152.300.000 

 
0 

 
0 

 
152.000.000 

 
0 

 
0 
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2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat 

Daerah 

Berikut ini peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Merauke dan seluruh stakeholder 

dalam rangka pengembangan sektor kepariwisataan dan kebudayaan. 

2.4.1. Peluang 

a. Berkembangnya usaha pariwisata di Indonesia maupun di 

Kabupaten Merauke sangat menjajikan, dapat meningkatkan 

ekonomi dan kesejahteraan masyarkat. 

b. Beraneka ragam potensi daya tarik wisata di Kabupaten Merauke 

baik budaya, sejarah, kuliner dan belanja yang khas/unik memiliki 

daya saing dengan daerah di luar Kabupaten Merauke. 

c. Kesadaran wisata serta kesiapan seluruh stakeholder pariwisata 

dan masyarakat Kabupaten Merauke sudah mulai terlihat 

perkembangannya. 

d. Situasi keamanan dan kenyamanan di Kabupaten Merauke yang 

cukup kondusif dalam menunjang kepariwisataan di Kabupaten 

Merauke. 
45

 

e. Berkembang pusat produk-produk (barang dan jasa) khas daerah 

Kabupaten Merauke sebagai penunjang/pendung kepariwisataan 

di Kabupaten Merauke. 

f. Perkembangan media massa dan teknologi informasi yang pesat 

juga sebagai sarana penunjang untuk kepariwisataan di Kabupaten 

Merauke. 

g. Perkembangan sarana prasarana transportasi udara yang 

mempermudah akses ke Kabupaten Merauke. 

h. Ketersediaan sarana dan prasarana amenitas (hotel, restoran, 

rumah makan, dsb.) dan aksesibilitas yang memadai ke destinasi 

wisata di sekitar Kota Merauke. 
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2.4.2. Tantangan 

a. Berkembangnya pembangunan dan pengembangan pariwisata di 

daerah Papua dapat menjadi pesaing/kompetitor bagi 

kepariwisataan di Kabupaten Merauke. 

b. Pengelolaan aneka ragam potensi daya tarik wisata di Kabupaten 

Merauke baik budaya, sejarah, kuliner dan belanja yang berdaya 

saing perlu di tingkatkan kualitasnya. 

c. Pemahaman dan penerapan Sapta Pesona serta kesiapan seluruh 

stakeholder pariwisata dan masyarakat di Kabupaten Merauke 

yang masih perlu ditingkatkan. 

d. Sektor pariwisata sebagai salah satu sektor penggerak 

perekonomian di Kabupaten Merauke masih belum dirasakan 

kemanfaatannya secara merata bagi seluruh lapisan masyarakat di 

Kabupaten Merauke. 

e. Perilaku sebagian pelaku usaha pariwisata yang masih 

mementingkan keuntungan jangka pendek, tanpa memperhatikan 

citra pariwisata Kabupaten Merauke ke depannya. 
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BAB III 

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS 
PERANGKAT DAERAH 

 

 
Agar pembangunan dan perkembangan sektor pariwisata menjadi 

lebih efektif dan efisien, maka di perlukan pemahaman terhadap kondisi atau 

aspek-aspek yang mempengaruhi keberhasilannya. Kondisi / aspek yang 

dampaknya signifikan, perlu dirumuskan menjadi isu strategis dan 

dikedepankan dalam perencanaan pembangunan. Hal ini diperlukan dalam 

rangka mengantisipasi adanya kegagalan atau kelemahan yang 

menimbulkan kerugian lebih besar serta pemanfaatan adanya peluang 

secara optimal. 

 
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

Pelayanan Perangkat Daerah 

Tantangan pembangunan yang tertuang dalam Undang- 

undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka panjang Nasional (RPJN) Tahun 2005-2025  adalah 

derasnya arus globalisasi yang didorong oleh kemajuan teknologi 

komunikasi dan informasi menjadi tantangan bangsa Indonesia 

untuk mempertahankan jatidiri bangsa  sekaligus 

memanfaatkannya untuk pengembangan toleransi terhadap 

keragaman budaya dan peningkatan daya saing melalui penerapan 

nilai- nilai Pancasila dan penyerapan nilai-nilai universal. 

Berdasarkan kondisi umum, tantangan serta permasalahan yang 

ada, secara umum permasalahan pembangunan pariwisata serta 

kebudayaan dalam jangka waktu tahun 2021-2026 adalah sebagai 

berikut : 

1. Urusan Kebudayaan 

➢ Permasalahan Umum 

a. Belum   selarasnya   perencanaan   dan   pengembangan 
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kebudayaan antara kabupaten/kota dengan provinsi. 

b. Kurangnya kompetensi sumberdaya aparatur dipengaruhi 

oleh sumberdaya manusia yang berasal dari disiplin ilmu 

kebudayaan dan telah mengikuti pendidikan  dan 

pelatihan (diklat) teknis kebudayaan sangat terbatas. 

c. Belum adanya Peraturan Daerah tentang Pemajuan 

Kebudayaan di Kaupaten Merauke. 

d. Urusan Kebudayaan cenderung belum  disinergikan 

dengan aspek Pariwisata 

e. Anggaran yang minim. 

 
 

➢ Permasalahan terkait Pelestarian cagar budaya dan 

Permuseuman 

a. Keberadaan situs sejarah dan benda cagar budaya belum 

ditetapkan sehingga belum dapat dilestarikan dan 

dimanfaatkan secara optimal sebagai sarana 

pengembangan kebudayaan. 

b. Pemahaman masyarakat mengenai pelestarian cagar 

budaya masih rendah. 

c. Kurangnya perhatian dari masyarakat akan pentingnya 

penyelamatan benda-benda bersejarah. 

d. Kesadaran masyarakat yang memiliki benda-benda 

bersejarah masih rendah untuk melakukan pendaftaran 

ke instansi kabupaten/kota yang berkepentingan. 

e. Upaya pembinaan tenaga cagar budaya dan 

permuseuman yang diselenggarakan oleh Pemerintah 

Daerah dan kementerian masih sedikit menjangkau 

daerah – daerah perbatasan sehingga secara kuantitas 

SDM di Kabupaten Merauke belum ada  yang 

bersertifikasi. 
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➢ Permasalahan terkait Kesenian 
i. Kesenian tradisional semakin kurang diminati oleh 

masyarakat di Kabupaten Merauke. 

ii. Belum memadainya fasilitas gedung kesenian atau taman 

budaya di Kabupaten Merauke sebagai wadah untuk 

berekspresi, berkreasi dalam pengembangan seni budaya 

daerah. 

iii. Belum optimalnya kerjasama dengan pelaku seni dan 

budaya, mitra kebudayaan dalam pelestarian  kesenian 

asli daerah. 

iv. Terbatasnya penyelenggaraan event seni dan budaya 

tingkat nasional dan internasional sebagai usaha 

melestarikan, mengembangkan dan memanfaatkan 

kebudayaan. 

v. Kurangya kesadaran generasi muda terhadap seni budaya 

marind. 

vi. Kurangnya koordinasi dan informasi antara pemerintah 

daerah dengan pemerintah pusat terkait kesenian 

tradisional. 

vii. Belum tersedia wadah/tempat pelatihan dan pertemuan 

bagi para penggiat seni/pelaku seni dalam rangka 

mengkaji, menciptakan dan mengembangkan  karya- 

karya seni yang dihasilkan 

viii. Kurang minatnya masyarakat untuk mempelajari dan 

menekuni bidang kesenian 

 
➢ Permasalahan terkait Data dan Dokumentasi 

Kebudayaan 
i. Belum optimalnya pengumpulan data kebudayan secara 

komprehensif dan valid, 

ii. Kurangnya pehamanan stakeholder tentang data 

kebudayaan. 
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iii. kurangnya data kebudayaan baik secara kepustakaan 

maupun data kebudayaan dilapangan. 

iv. Belum adanya sistem pendukung data kebudayaan baik 

secara offline maupun online. 

i.  Belum adanya database dan informasi kebudayaan di 

Kabupaten Merauke sebagai penunjang perencanaan dan 

pelaporan kinerja yang berkualitas. 

 
2. Urusan Pariwisata 

➢ Permasalahan Umum 

a. Kurangnya kompetensi sumberdaya aparatur dipengaruhi 

oleh sumberdaya manusia yang berasal dari disiplin ilmu 

pariwisata dan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan 

(diklat) teknis Pariwisata sangat terbatas. 

b. Belum adanya galeri ekonomi kreatif dan  sentra 

kerajinan. 

c. Belum memaksimalkan Promosi dan Pemasaran Parwisata 

dengan berbagai media. 

 
➢ Permasalahan Pengembangan Destinasi Pariwisata 

i. Ketidaksiapan sarana dan prasarana destinasi, keamanan, 

kebersihan, ketertiban destinasi, keterbatasan 

aksesibilitas, dan hambatan konektivitas, yang membuat 

jumlah wisatawan yang datang ke Kabupaten Merauke 

belum optimal. 

ii. Tidak Semua kelompok sadar wisata mengelola destinasi 

wisata. Hal ini akan berakibat pada kurang terawatnya 

destinasi wisata, kurang profesionalnya pengelolaan 

destinasi wisata, serta eksploitasi berlebihan  dari 

destinasi wisata. 

iii. Belum Optimalnya Pengembangan Destinasi Pariwisata 

Baru. 
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iv. Belum Memadainya Infrastruktur Penunjang Pariwisata 

yang Berkualitas. Kurangnya infrastruktur untuk 

menunjang kegiatan kepariwisataan di Kabupaten 

Merauke menjadi kendala dalam mengembangkan dan 

meningkatkan Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) seperti 

kebutuhan jaringan air bersih dan listrik. 

v. Belum semua destinasi pariwisata didukung oleh operasi 

berbagai jenis usaha kepariwisataan dan sinergi  yang 

baik dalam menciptakan produk dan layanan yang 

berkualitas bagi wisatawan. 

vi. Daya Saing Produk Pariwisata Yang Masih Belum Optimal, 

Peningkatan daya saing produk wisata yang mencakup 

daya tarik wisata, fasilitas pariwisata, dan aksesilibitas 

berpotensi untuk meningkatkan daya saing usaha dan 

Industri pariwisata di Kaupaten Merauke, sedangkan 

kondisi saat ini ketiga komponen masih dianggap kurang. 

vii. Kemitraan Usaha Pariwisata yang Belum Optimal, 

Kemitraan usaha pariwisata antara industri pariwisata 

skala besar dengan usaha–usaha ekonomi  pariwisata 

skala Mikro, Kecil dan Menengah masih belum berjalan 

dengan maksimal. Pengembangan kemitraan usaha 

dimaksudkan agar peluang dan nilai manfaat 

berkembangnya kepariwisataan. 

 

➢ Permasalahan Promosi dan Pemasaran Pariwisata 

i. Beberapa pusat informasi daerah atau destinasi masih 

belum mampu memberikan informasi menyeluruh kepada 

wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Merauke. 

ii. Belum optimalnya pemanfaatan TIK (Teknologi Informasi 

dan Komunikasi) yang mampu memberikan  informasi 

yang menyeluruh baik online offline kepada target pasar 

yang membutuhkan informasi kepariwisatan di Papua 
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khususnya di Kabupaten Merauke. 

iii. Masih terbatas event-event yang berskala nasional dan 

internasional. 

iv. Belum semua Destinasi Wisata Kabupaten Merauke 

memiliki sarana dan prasarana penunjang yang memadai 

untuk layak dipromosikan baik secara nasional dan 

internasional. 

v. Kurangnya pemanfaatan media dalam mempromosikan 

pariwisata di Kabupaten Merauke. 

vi. Kurang optimalnya pemanfaatan Asosiasi  Pariwisata 

untuk promosi, seperti GENPI (Generasi Pesona 

Indonesia), PHRI (Persatuan Hotel Restoran Indonesia), 

ASITA (Asosiasi Travel Agent). 

 
➢ Permasalahan Bidang Ekonomi Kreatif 

i. kurangnya apresiasi kreativitas lokal 

ii. Rendahnya monitoring terhadap royalti, lisensi, dan hak 

cipta 

iii. Belum sesuainya skema pembiayaan dengan karakteristik 

industri kreatif yang umumnya belum bankable, high risk 

high return, cash flow yang fluktuatif. 

iv. Kesenjangan antara pendidikan dan industri, serta 

standardisasi dan sertifikasi yang belum ada. 

v. Belum optimalnya pengembangan sumber daya alam 

maupun sumber daya manusia. 

 
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah Terpilih 

 
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai 

dengan amanat UUD 1945, maka pemerintahan daerah diharapkan 

dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut 

asas otonomi dan tugas pembantuan sebagai upaya untuk 
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mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan 

pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta 

peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip 

demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu 

daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

 
Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Merauke pada RPJMD Tahun 

2021-2026 adalah : 

“Merauke Gerbang Andalan Manusia Cerdas dan Sehat, 

Pangan Nasional, Gerbang Kesejahteraan dan 

Kedamaian Hati Nusantara” 

 
Beberapa point yang terkandung dalam Visi Kabupaten Merauke antara 

lain : 

1) Merauke Gerbang Andalan Sehat dan Cerdas 

2) Merauke Gerbang Pangan Nasional 

3) Merauke Gerbang Sejahtera 

4) Merauke Gerbang Kedamaian Hati Nusantara 

 
Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran 

visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus 

dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi 

penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta 

arah kebijakan yang ingin di capai dan menentukan jalan yang akan 

ditempuh untuk mencapai visi. 

Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi 

yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya 

mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Merauke tahun 2021-2026, 

Misi pembangunan Kabupaten Merauke tahun 2021-2026 adalah 

sebagai berikut : 

1. Menguatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Akuntabel dan 

Transparan; 
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2. Memantapkan mutu Sumber Daya Manusia yang Utuh dan Inovatif; 

3. Meningkatkan Ekonomi Rakyat yang Berdaya saing Berbasis pangan 

didukung dengan peningkatan moilitas transportasi dan aksesibilitas 

infrastruktur dasar berkelanjutan; 

4. Percepatan pembangunan kawasan perbatasan, kawasan khusus, 

kawasan tertentu yang integratif; 

5. Memantapkan sistem demokarasi dan tata hukum yang mengakui 

hak-hak adat; 

 
Berdasarkan lima tujuan tersebut di atas, yang berkaitan langsung 

dengan kebijakan pembangunan sektor Pariwisata dan Kebudayaan di 

Kabupaten Merauke terdapat pada misi ke III (tiga) dan misi ke V (lima). 

Misi III : “Meningkatkan Ekonomi Rakyat yang Berdayasaing 

Berbasis Pangan didukung dengan Peningkatan 

Mobilitas Transportasi dan Aksessibilitas 

Infrastruktur Dasar Berkelanjutan”. 

Tujuan : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, 

bertumpu pada keunggulan potensi pangan daerah. 

Misi V : “Memantapkan Sistem Demokrasi dan Tata Hukum 

yang Mengakui Hak-Hak Adat”. 

Tujuan : Meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan 

kekayaan budaya lokal Merauke. 

 
3.3  Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota 

Telaahan Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

Dalam proses perencanaan strategis salah satu langkah 

yang dilakukan adalah melakukan analisis keterkaitan dengan 

aturan-aturan dan arahan kebijakan baik dalam  bentuk 

Rencana Strategis Kementerian Pariwisata, Rencana Strategis 

Kabupaten/ Kota maupun RTRW. Sehingga diharapkan ada 

keterpaduan dan linkage dalam pembangunan pariwisata yang 
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berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi 

pengembangan pelayanan pariwisata pada lima tahun 

mendatang. 

Visi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif tahun 2020 – 2024 adalah: 

“Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang Maju, 

Berdaya Saing, Berkelanjutan serta Mengedepankan Kearifan 

Lokal dalam Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, 

Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” 

Dari Visi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata 

dan Ekonomi Kreatif tahun 2020 – 2024 maka Misi Kemneterian 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

tahun 2020 – 2024 adalah : 

“Memperkokoh Struktur Ekonomi Nasional yang Produktif, 

Mandiri dan Berdaya Saing melalui Optimasi Pengelolaan 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif” 

 
Berdasarkan visi misi tersebut diatas maka Tujuan Kemeterian Pariwisata 

dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2020 

– 2024 adalah ” Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

terhadap Ketahanan Ekonomi Nasional “. Pencapaian tujuan tersebut di 

ukur melalui 3 (tiga) indikator, yaitu : 

1) Nilai devisa pariwisata 

2) Kontribusi PDRB Pariwisata 

3) Nilai ekspor produk ekonomi kreatif 

 
Sasaran Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2020 – 2024, antara lain : 

✓ Meningkatnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap 

ketahanan ekonomi; 

✓ Meningkatnya nilai tambah ekonomi kreatif nasional; 

✓ Meningkatnya kualitas dan jumlah wisatawan; 
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✓ Meningkatnya daya saing destinasi dan industri pariwisata 

nasional; 

✓ Tersedianya produk pariwisata sesuai kebutuhan; 

✓ Bertumbuhnya investasi dan akses pembiayaan sektor pariwisata 

dan ekonomi kreatif nasional; 

✓ Terlindunginya kekayaan intelektual bidang pariwisata dan 

ekonomi kreatif; 

✓ Terselenggaranya regulasi pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis 

kajian; 

✓ Tersedianya data dan informasi hasil kajian sesuai kebutuhan 

pariwisata dan ekonomi kreatif; 

✓ Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM kepariwisataan dan 

ekonomi kreatif; 

✓ Terwujudnya reformasi birokrasi kementerian Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif menuju birokrasi yang profesional 

 
Kewenangan pariwisata di level Kementerian memberikan 

arahan dan kebijakan  bahwa  pembangunan  pariwisata 

meliputi 7 cakupan komponen arah kebijakan yaitu : 

1) Pengemangan destinasi pariwisata dan produk ekonomi kreatif 

bernilai tambah dan berdaya saing; 

2) Pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kemitraan 

strategis (strategic partnership); 

3) Pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif 

terintegrasi; 

4) Pengelolaan SDM dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi 

kreatif dalam mewujudkan SDM yang unggul dan berdaya saing; 

5) Mewujudkan kreativitas anak angsa dengan berorientasi kepada 

pergerakan ekonomi kerakyatan; 

6) Mendorong riset, inovasi, adopsi teknologi, serta kebijakan 

pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkualitas; 
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7) Mewujudkan birokrasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang profesional. 

 

Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

Sebagai kementerian yang  mengemban  amanat mengendalikan 

pembangunan SDM melalui ikhtiar bersama semua anak bangsa untuk 

meningkatkan  mutu pendidikan  dan memajukan   kebudayaan, 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam menentukan visi 

kementerian berdasarkan pada capaian  kinerja,  potensi dan 

permasalahan, Visi Presiden pada RPJMN Tahun 2020-2024, serta Visi 

Indonesia 2045. Adapun Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

tahun 2020-2024 adalah : 

“ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi 

dan Misi Presiden untukmewujudkan Indonesia Maju yang 

berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya 

Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, 

bergotong royong, dan berkebinekaan global “ 

 
Adapun misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020 – 

2024 antara lain : 

1. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, 

merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi. 

2. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta 

pengembangan bahasa dansastra. 

3. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk 

mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan 

kebudayaan. 

Untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan strategis 

pembangunan pendidikan dan kebudayaan, diperlukan 

sejumlah Tujuan dan Sasaran Strategis. Tujuan dan sasaran 
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strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait 

dengan Urusan Kebudayaan antara lain : 

1. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan keempat — 

Peningkatan peran budaya, bahasa, dan sastra dalam kehidupan 

berbangsa, adalah Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa 

dan kebudayaan. 

2. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan kelima — 

Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang 

partisipatif, transparan, dan akuntabel adalah meningkatnya tata 

kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan 

akuntabel. 

 
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 

Sebagai pusat kegiatan pemerintahan Kota Merauke mempunyai 

perkembangan wilayah yang cukup pesat baik secara fisik, ekonomi 

maupun sosial. Dalam upaya pengendalian pembangunan agar tetap 

aman dan nyaman, maka pemerintah Kabupaten Merauke menetapkan 

Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kabupaten Merauke tahun 2010-2030, yang mana di dalamnya 

diatur tentang pemanfaatan ruang Kabupaten Merauke sehingga 

pembangunan tetap dalam koridor yang berkelanjutan tanpa merusak 

lingkungan alam dan karakteristik Kabupaten Merauke. 

Penyelenggaraan Penataan Ruang di Kabupaten Mearuke 

bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang aman dan 

nyaman, tertib, produktif dan berkelanjutan berlandaskan nilai-nilai 

luhur budaya masyarakat Marind dan masyarakat lainnya secara 

harmonis dalam rangka mewujudkan Kabupaten Merauke sebagai 

pusat ketahanan pangan dan energi nasional. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2011 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merauke tahun 2010-2030, 

dalam upaya mewujudkan arah penyelenggaraan penataan ruang, maka 
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kebijakan pengembangan struktur ruang yang dilaksnakan meliputi (1) 

Pengembangan sistem pusat-pusat permukiman secara   berjenjang 

dan merata untuk mendorong tumbuhnya keterkaitan   hubungan 

antar kota-kampung yang saling menguntungkan, (2) Peningkatan 

jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, 

energi dan sumber daya air yang terpadu dan merata serta 

berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di wilayah Kabupaten 

Merauke. 

Dalam upaya mendukung kegiatan masyarakat Kabupaten Merauke, 

rencana penyelenggaraan penataan ruang diarahkan melalui rencana pola 

ruang yang terdiri dari kawasan konservasi/kawasan lindung, kawasan 

budidaya dan kawasan strategis. Pelestarian dan pemantapan fungsi 

lindung dan konservasi pada wilayah yang sudah ditetapkan 

dan/atau wilayah yang direncanakan.Pengembangan kawasan budidaya 

pertanian skala luas serta pengembangan pertanian masyarakat 

sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam 

rangka mewujudkan penyediaan lahan pangan, meningkatkan investasi 

pertanian dan mendukung ketahanan energi nasional. Optimalisasi 

pemanfaatan ruang untuk mendukung pengembangan sektor 

unggulan Kabupaten dengan memperhatikan daya dukung dan daya 

tampung lingkungan serta keserasian antar sektor. 

Kawasan peruntukan pariwisata budaya yaitu wisata religius 

dan sejarah tersebar di seluruh distrik di Kabupaten Merauke, dan untuk 

Kawasan peruntukan pariwisata alam tersebar di Distrik Sota, Merauke 

dan Kimaam. 

Penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Merauke dengan 

memanfaatkan potensi yang dimiliki Kabupaten Merauke akan dapat 

dilaksanakan dengan sebaik mungkin tanpa   merusak   lingkungan 

alam serta karakteristik budaya yang ada. Oleh sebab itu 

penyelenggaran penataan ruang di Kabupaten Merauke dilaksanakan 

tanpa melampaui batas ruang yang tidak diperbolehkan untuk 

dimanfaatkan seperti pada kawasan lindung yang dimaksudkan 
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untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup dan   melestarikan 

serta mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup pada 

kawasan tepi sungai dan RTH publik. 

Melalui penataan ruang yang bijaksana, kualitas lingkungan 

akan terjaga dengan baik. Penyelenggaraan penataan ruang 

dilaksanakan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, 

produktif dan berkelanjutan. Hal tersebut tentunya dengan mewujudkan 

keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, 

keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya 

buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia serta 

mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak 

negatif terhadap lingkungan akibat penataan ruang. Pengaturan dan 

pemanfaatan ruang merupakan salah satu kewenangan dari 

pemerintah, mulai tingkat pusat sampai tingkat daerah. Proses 

pengaturan dan pemanfaatan ruang ini dilaksanakan secara bersama- 

sama, terpadu dan menyeluruh untuk mewujudkan pembangunan yang 

berkelanjutan. 

Berdasar pada Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten 

Merauke yang telah disusun sedemikian rupa, maka program, 

kegiatan dan sub kegiatan yang terkait pengembangan destinasi 

wisata diarahkan pada kluster kawasan peruntukan pariwisata yang 

telah ditentukan. 

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.   46 

Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah 

rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh,   dan   partisipatif 

untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah 

menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah 

dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP). 

Secara prinsip, sebenarnya KLHS adalah suatu self assessment 

untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah 

dan/atau pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip 

Pembangunan Berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang 
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dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah 

menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan 

pembangunan berkelanjutan. 

Daya dukung lingkungan hidup   adalah   kemampuan 

lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan 

makhluk hidup lain. Penentuan daya dukung lingkungan hidup dilakukan 

dengan cara mengetahui kapasitas lingkungan alam dansumber daya 

untuk mendukung kegiatan manusia/penduduk yang menggunakan 

ruang bagi kelangsungan hidup. Daya dukung dan daya tampung 

lingkungan dengan adanya rencana pembangunan pada jangka 

menengah yang akan datang dapat mengakibatkan penurunan- 

penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan di Kabupaten 

Merauke tetapi masih dalam ambang batas dan kegiatan-kegiatan masih 

dapat dilakukan di Kabupaten Merauke. Pengaruh KRP terhadap daya 

dukung dan daya tampung lingkungan hidup adalah terjadinya 

penurunan kualitas berupa pencemaran, munculnya sampah domestik. 

Perkiraan dampak dan risiko KRP yang dibuat terhadap 

lingkungan hidupmerupakan analisa dampak dan resiko yang timbul 

akibat penerapan KRP. Dampakdan resiko dari KRP yang telah dibuat 

terhadap lingkungan diantaranya meningkatnya jumlah wisatawan yang 

berpotensi meningkatkan jumlah limbah dan sampah. 

Berdasar kajian KLHS yang telah disampaikan, maka program 

pengembangan dan pemasaran pariwisata yang terkait dengan Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan yaitu kebijakan dalam manajemen destinasi 

wisata harus mempertimbangkan daya dukung lingkungan. Dalam hal ini 

manajemen destinasi wisata memperhatikan penanganan sampah 

danlimbah, pencemaran lingkungan, dan berbagai hal lain yang 

berdampak padamasyarakat dan lingkungan di sekitar destinasi wisata 

tersebut. 

Beberapa hal lain yang terkait program pengembangan dan 

pemasaran pariwisata yang terkait KLHS, menjadi tugas dan tanggung 

jawab bersama denganberbagai institusi/dinas di lingkup Pemerintah 
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Kabupaten Merauke, maupun stakeholder pariwisata lainnya baik dari 

pelaku usaha jasa pariwisata maupun komunitas dan masyarakat di 

Kabupaten Merauke. 

 
3.5 Isu-isu Strategis 

Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan khususnya terkait pada 

isu strategis kesenjangan ekonomi. Tumbuhnya berbagai usaha jasa 

pariwisata dan semakin meningkatnya kunjungan wisatawan dari tahun 

ke tahun, seharusnya dapat menjadi pendorong perekonomian di 

Kabupaten Merauke, sehingga gap kesenjangan ekonomi dapat 

diminimalisir. 

Beberapa isu strategis di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan setelah 

dilakukan beberapa identifikasi dan telaah baik secara internal 

maupun yang terkait dengan kebijakan   pemerintah pusat,   RTRW 

dan KLHS sebagai berikut : 

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM di perangkat   daerah 

yang dapat melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan 

dengan lebih optimal; 

2. Peningkatan standar kualitas daya tarik destinasi wisata, jasa usaha 

pariwisata, SDM pariwisata, dsb. sehingga memiliki standar 

kualitas prima untuk melayani wisatawan yang berkunjung; 

3. Pemanfaatan data dan Teknologi Informasi (TI) dalam strategi 

pengembangandan pemasaran pariwisata; 

4. Penguatan sapta pesona dan sadar wisata, khususnya ke semua 

stakeholder pariwisata dan umumnya pada masyarakat Kabupaten 

Merauke; 

5. Pengembangan destinasi wisata yang merata di   wilayah 

Kabupaten Merauke sehingga dapat mengembangkan potensi 

pariwisata di wilayah yang kepariwisataannya belum berkembang 

optimal; 
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6. Sinergisitas berbagai pemangku kepentingan pariwisata (Penta 

Helix), yaitu pemerintah, pelaku bisnis, akademisi, media dan 

komunitas dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Merauke; 

7. Pengembangan dan pemberdayaan kebudayaan lokal oleh pemerintah 

daerah dan memberikan pendampingan kepada masyarakat adat 

dalam pengelolaan kebudayaan lokal di Kabupaten Merauke. 
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BAB IV 

TUJUAN DAN SASARAN 

 
 
 

Perencanaan strategis merupakan proses sistematis yang 

berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan 

memanfaatkan      sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, 

pengorganisasian usaha-usaha untuk melaksanakan keputusan tersebut dan 

mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis. 

Perencanaan strategis merupakan kebutuhan nyata untuk mengatasi 

persoalan-persoalan yang dihadapi dalam lingkungan yang senantiasa 

berubah sangat cepat seperti dewasa ini. Perencanaan strategis merupakan 

serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang disusun 

organisasi untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam 

rangka pencapaian tujuan organisasi. 

 
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 

 
Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Merauke sesuai dengan Dokumen RPJMD (2021- 

2026) dan Visi Misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah. Tujuan dan sasaran 

Perangkat Daerah sebagai perwujudan misi Kepala dan Wakil Kepala 

Daerah   terpilih   yaitu   “Merauke   Gerbang   Andalan   Manusia 

Cerdas dan Sehat, Pangan Nasional,   Gerbang   Kesejahteraan 

dan Kedamaian Hati Nusantara”, dengan Sasaran Pembangunan 

adalah meningkatkan pemanfaatan objek wisata potensial sebagai tujuan 

destinasi wisata dan pemberdayaan kekayaan nilai budaya.
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                                                      Tabel 4.1 
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

 

 
No 

 
Tujuan 

 
Sasaran 

Indikator 
Tujuan/ 
Sasaran 

Definisi 
Operasional/ 

Rumus 

 
Satuan 

Kondisi 
Awal 

Target Kinerja Tujuan/Sasaran 
Pada Tahun 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
1. Meningkatk 

an potensi 

pariwisata 
daerah 

 Jumlah 

Kunjungan 

Wisata 

Jumlah 

Kunjungan 

Wisata 

Orang/ 

Tahun 

4.434,00 73.643,0 

0 

88.372 

,00 

90.13 

9,00 

91.942, 

00 

93.781 

,00 

95.620, 

00 

  Meningkatnya 

pemanfaatan 

objek wisata 

potensial 

sebagai tujuan 

destinasi 
wisata 

Jumlah objek 

destinasi 

wisata 

  73 75 75 75 75 75 75 

2. Meningka 

tkan 

Perlindun 

gan dan 

Pemberd 

ayaan 

Kekayaan 

Budaya 

Lokal 

 Persentase 

adat istiadat, 

seni, ritus, 

dan cagar 

budaya yang 

dilestarikan 

Jumlah adat 

istiadat, seni, 

ritus, dan 

cagar 

budaya 

yang 

dilestarikan 

dibagi jumlah 

adat istiadat, 

seni, ritus, 

dan cagar 

budaya 

yang ada 
dikali 100 

% N/A 13,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 

  Meningkatnya 

pemberdayaa 

n kekayaan 

Persentase 

kesenian dan 

cagar 

Jumlah 

kesenian dan 

cagar 

 

 

 
 

% N/A 65,83 67,97 70,11 72,25 74,39 76,53 
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No 

 
Tujuan 

 
Sasaran 

Indikator 
Tujuan/ 
Sasaran 

Definisi 
Operasional/ 

Rumus 

 
Satuan 

Kondisi 
Awal 

Target Kinerja Tujuan/Sasaran 
Pada Tahun 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

  nilai 

kebudayaan 

budaya yang 

dilesatarikan 

budaya 

yang 

dilesatarikan 

dibagi jumlah 

kesenian dan 

cagar 

budaya 

yang ada 
dikali 100 
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BAB V 

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

 
 
 
 

Strategi adalah bagian dari proses pencapaian Tujuan dari suatu 

perencanaan. Strategi dipergunakan untuk   mempermudah, 

mengefisienkan serta mengefektifkan pencapaian Tujuan. Adapun 

Rencana Strategis merupakan bagian dari kebijakan Pemerintah dalam 

pencapaian Tujuan yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

yang telah ditetapkan. Relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi 

dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan 

arah kebijakan Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 5.1 
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Tabel 5.1 
Tujuan, Sasaran, Strategi dan kebijakan 

 

Visi : 
Merauke Gerbang Andalan Manusia Cerdas dan Sehat, Pangan Nasional, Gerbang Kesejahteraan dan 

Kedamaian Hati Nusantara 

Misi III : 
Meningkatkan Ekonomi Rakyat yang Berdayasaing Berbasis Pangan didukung dengan Peningkatan 

Mobilitas Transportasi dan Aksessibilitas Infrastruktur Dasar Berkelanjutan 

Misi V : Memantapkan Sistem Demokrasi dan Tata Hukum yang Mengakui Hak-Hak Adat 

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

Meningkatkan potensi 

pariwisata daerah 

Meningkatnya 

pemanfaatan objek 

wisata potensial sebagai 

tujuan destinasi wisata 

Meningkatkan 

pemanfaatan objek wisata 

potensial sebagai tujuan 

destinasi wisata 

Mengembangkan ekonomi kreatif 

potensi obyek wisata potensial 

Kabupaten Merauke 

   Pemberian insentif, dukungan 

permodalan, kemudahaan usaha, 

serta perlindungan pada usaha 

masyarakat lokal bidang pariwisata 
dan ekonomi kreatif 

   Perluasan jaringan produksi dan akses 

pasar produk dari usaha masyarakat 

lokal yang terkait sektor pariwisata 

dan ekonomi kreatif 

   Peningkatan kualitas dan keragaman 

produk-produk usaha pariwisata 

 

 
 
 
 
 
 

 

 Pendampingan komunitas 

masyarakat dalam 

mendukung 

pengembangan  obyek 
wisata potensial 

Peningkatan kapasitas masyarakat 

lokal pelaku usaha bidang pariwisata 

dan ekonomi kreatif melalui 

pendidikan, pelatihan, pemagangan 
dan pendampingan masyarakat 
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   Pengembangan kapasitas, kualitas 

fungsi dan layanan fasilitas pariwisata 

yang terstardardisasi, mengangkat 

unsur keunikan, kekhasan lokal dan 
budaya daerah 

   Pengembangan kerja sama antara 

pemerintah daerah, dunia usaha, 

dan masyarakat dengan 
mengutamakan masyarakat lokal 

  Penyediaan kebutuhan 

infrastruktur penopang 

pengembangan obyek 

wisata potensial 

Pembangunan prasarana umum, 

fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata 

dalam mendukung perintisan 

Kawasan Pengembangan Pariwisata 
Kabupaten (KPPK) 

   Pengembangan sarana transportasi 

dalam mendukung pengembangan 

pariwisata Daerah 
   Peningkatan kualitas prasarana 

umum, fasilitas umum, dan fasilitas 

pariwisata yang mendorong 

pertumbuhan, meningkatkan kualitas 

dan daya saing Kawasan 
Pengembangan Pariwisata 

Kabupaten (KPPK) 
   Pengembangan prasarana 

transportasi dalam mendukung 

pengembangan pariwisata daerah 
   Pengembangan sistem transportasi 

dalam mendukung pengembangan 

pariwisata Daerah 
  Promosi potensi obyek 

wisata potensial Kabupaten 

Merauke melalui media 

cetak dan online 

Penguatan dan perluasan eksistensi 

promosi pariwisata Daerah di dalam 

negeri 
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   Pengembangan Media Komunikasi 

Pemasaran 

   Penguatan dan perluasan eksistensi 

promosi pariwisata daerah di luar 

negeri 
   Pengembangan kemitraan 

pemasaran yang terpadu, sinergis 

dan berkelanjutan 
   Pemantapan segmen pasar 

wisatawan massal dan 

pengembangan segmen ceruk pasar 

sesuai dengan karakteristik destinasi 
alam dan budaya yang dimiliki 

Daerah 
   Peningkatan promosi investasi di 

bidang pariwisata 

  Mengembangkan 

kelembagaan pariwisata 

yang efektif, efisien dan 

profesional 

Penguatan perangkat Daerah yang 

membidangi urusan kepariwisataan 

Daerah 

   Optimalisasi dan akselerasi 

kompetensi sumber daya manusia 

Pemerintah Daerah di bidang 
kepariwisataan 

   Peningkatan kualitas dan kuantitas 

sumber daya manusia bidang 

pariwisata di dunia usaha dan 
masyarakat 

   Optimalisasi kuantitas sumber daya 

manusia industri pariwisata 

Meningkatkan Perlindungan 

dan Pemberdayaan 

Kekayaan Budaya Lokal 

Meningkatnya 

pemberdayaan 

kekayaan nilai 

Pengembangan kurikulum 

yang mengadopsi 

kekayaan nilai kebudayaan 

Kurikulum yang mengadopsi 

kekayaan nilai keudayaan lokal 
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 kebudayaan lokal  

  Pemberdayaan sanggar 

seni sebagai bentuk 

perlindungan kekayaan 
kebudayaan lokal 

Sanggar seni sebagai bentuk 

perlindungan kekayaan kebudayaan 

lokal 

  Peningkatan agenda 

ekspresi kebudayaan lokal 
dan non lokal 

Ekspresi kebudayaan lokal dan non 

lokal 

  Kemitraan dengan 

Lembaga Masyarakat Adat 

dalam pelestarian nilai-nilai 

kebudayaan 

Koordinasi dengan Kelembagaan 

Adat dalam penyediaan data dan 

informasi Hak-hak Adat 
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BAB VI 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 

 
 
 
 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melaksanakan 2 (dua) urusan 

pemerintahan yaitu Urusan Pemerintahan Pilihan (Urusan Pemerintahan 

Bidang Pariwisata) dan Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan 

Dengan Pelayanan Dasar (Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan), adapun 

pelaksanaan urusan tersebut dijabarkan menjadi 8 (delapan) program yaitu : 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

2. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 

3. Program Pemasaran Pariwisata 

4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

5. Program Pengembangan Kebudayaan 

6. Program Pengembangan Kesenian Tradisional 

7. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya 

8. Program Pengelolaan Permuseuman 

Rencana Program dan Kegiatan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Merauke tahun 2021-2026, sebagai komitmen untuk mendukung 

pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Merauke tahun 2021-2026, 

disajikan pada Tabel 6.1. 
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BAB VII 

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

 
 
 

Untuk mengetahui prestasi, kinerja, tingkat keberhasilan/ 

kegagalan suatu program dan kegiatan dari institusi atau unit kerja 

diperlukan Indikator Kinerja (IK). Wujud dari Indikator Kinerja (IK) adalah 

suatu uraian yang berisikan rincian kegiatan-kegiatan yang dilakukan 

beserta ukuran-ukuran/volume yang akan dicapai, baik secara kuantitatif 

maupun kualitatif. Indikator Kinerja ini akan mengindikasikan tingkat 

pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan 

ditetapkan dalam perencanaan. Dengan demikian indikator kinerja harus 

dibuat sebelum program dan kegiatan dilaksanakan. 

Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan 

klasifikasi indikator kinerja melalui sistem pengumpulan dan pengolahan 

data untuk menentukan kinerja kegiatan, program, dan kebijakan. 

Penetapan indikator kinerja tersebut didasarkan pada kelompok : 

a. Masukan (Input) 

b. Keluaran (Output) 

c. Hasil (Outcomes) 

d. Manfaat (Benefits) 

e. Dampak (Impacts) 

Kelompok-kelompok indikator tersebut dapat digunakan untuk 

melakukan evaluasi kinerja pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, 

dan tahap setelah kegiatan selesai. Indikator kinerja input dan output dapat 

dinilai sebelum kegiatan selesai dilakukan. Sedangkan indikator hasil, 

manfaat, dan dampak hanya dapat dilakukan setelah kegiatan selesai 

dilakukan. 
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Indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung 

menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima 

tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan 

dan sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan pada RPJMD Kabupaten 

Merauke tahun 2021-2026, ditampilkan dalam Tabel 7.1. 
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Tabel 7.1 

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Tahun 2021 - 2026 
 

 
No 

 
Indikator 

Definisi Operasional/ Formulasi 
Indikator 

 
Satuan 

Kondisi 
Awal 
2020 

Target Capaian Setiap Tahun 
Target Akhir 

RPJMD 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 Jumlah Kunjungan Wisata 
Jumlah Kunjungan Wisata Orang/ 

Tahun 
4.434 73.643 88.372 90.139 91.942 93.781 95.620 95.620 

 
2 

Persentase adat istiadat, seni, 
ritus, dan cagar budaya yang 
dilestarikan 

Jumlah adat istiadat, seni, ritus, dan 
cagar budaya yang dilestarikan dibagi 
jumlah adat istiadat, seni, ritus, dan 
cagar budaya yang ada dikali 100 

% N/A 13,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 
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BAB VIII 

PENUTUP 

 
 
 

8.1. Pedoman Transisi 

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata 

dan Kebudayaan Tahun 2021–2026 adalah selama lima tahun. Untuk 

menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan 

dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2021-

2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2026, dengan tetap 

berpedoman pada RPJPD Kabupaten Merauke Tahun 2005 – 2025. 

 
 

8.2. Kaidah Pelaksanaan 

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2021–2026 yang perlu diatur 

sebagai berikut: 

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan agar mendukung pencapaian target-target Renstra 

dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra 

dengan sebaik-baiknya. 

2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang 

pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dapat menjalin koordinasi 

dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai. 

3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan yang merupakan dokumen 

perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2021 hingga 

tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan 
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kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib 

berpedoman pada Renstra. 

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta 

memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu 

dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, 

pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara 

berkala. 

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat 

nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan sesuai dengan kaidah dan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


